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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Gambaran Umum DPPKA Surakarta 
1. Sejarah dan Perkembangan  DPPKA Surakarta 
Sejarah  dan  perkembangan  DPPKA  Surakarta  tentunya  tidak  dapat dipisahkan  
dengan  sejarah  Kota  Surakarta.  Setelah  Proklamasi Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  
sampai  dengan  tahun  1946  di Surakarta terjadi konflik sehubungan adanya  pertentangan  
pendapat  (pro dan  kontra)  Daerah  Istimewa.  Hal  ini  dapat  diredam  untuk  sementara 
waktu  oleh  Pemerintah  dengan  mengeluarkan  Surat  Penetapan Pemerintah  tanggal  15  
Juli  1946  Nomor  16/S-D  yang  menetapkan Daerah  Surakarta  untuk  sementara  sebagai  
daerah  karesidenan  dan dibentuk baru dengan nama Kota Surakarta.Peraturan  yang telah  
ada tersebut   kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  16  
Tahun  1947  yang menetapkan  Kota  Surakarta  menjadi  Haminte  Kota  Surakarta.  Kota 
Surakarta  pada  waktu  itu  terdiri  dari  5  wilayah  kecamatan  dan  44 kelurahan, karena 9 
kelurahan di wilayah Karanganyar  belum diserahkan. Pelaksanaan  penyerahaan  9  kelurahan  
dari  Kabupaten  Karanganyar  itu baru  terlaksana  pada  tanggal  9  September  1950.  
Pelaksana  teknis pemerintah Haminte Kota Surakarta terdiri atas jawatan. Jawatan tersebut 
antara  lain  Jawatan  Sekretariat  Umum,  Keuangan,  Pekerjaan  Umum, Sosial,  Kesehatan,  
Perusahaan  P.D.&  K,  Pamong  Praja,  dan  jawatan Perekonomian  Penerimaan  Pendapatan  
Daerah  pada  waktu  itu  diurusi oleh Jawatan Keuangan. Dengan dikeluarkannya keputusan 
DPRDS Kota Besar  Surakarta  Nomor  4  Tahun  1956  tentang  Perubahan  Struktur 
Pemerintahan, maka Jawatan Umum diganti menjadi Dinas Pemerintahan Umum  yang  
terbagi  dalam  urusan-urusan  dan  setiap  urusan-urusan tersebut  terbagi  lagi  dalam  bagian-
bagian.   
Dengan  adanya  perubahan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  untuk  penanganan  
pajak  sebagai pendapatan  daerah  yang  sebelumnya  ditangani  oleh  Jawatan  Keuangan kini 
ditangani lebih khusus oleh Urusan Pajak. Berdasarkan Surat  Keputusan  Walikota  Kepala  
Daerah  Kota  Surakarta tanggal 23  Februari  1970  Nomor  259/X.10/Kp.70  tentang  Struktur 
Organisasi  Kotamadya  Surakarta  termasuk  Dinas  Kepentingan  Umum diganti  menjadi  
bagian  dan  bagian  itu  membawahi  urusan-urusan sehingga  dalam  Dinas  Pemerintahan  
Umum,  Urusan  Pajak  diganti menjadi  Bagian  Pajak.  Berdasarkan  Surat  Keputusan  
Walikota  Kepala Daerah  Kotamadya  Surakarta  tanggal  30  Juni  1972  Nomor 
162/Kep/Kdh.IV/Kp.72  tentang  Penghapusan  Bagian  Pajak  dari  Dinas Pemerintahan 
Umum karena bertalian dengan pembentukan  Dinas  Baru. Dinas baru  tersebut adalah Dinas 
Pendapatan Daerah atau DIPENDA.Dinas  Pendapatan  Daerah  dipimpin  oleh  Kepala  Dinas  
yang berkedudukan  langsung  dan  bertanggung  jawab  kepada  Walikota.  Pada saat itu Dinas 
PendapatanDaerah dibagi menjadi empat seksi, yaitu Seksi Umum, Seksi  Pajak  Daerah,  
Seksi  Pajak  Pusat/Propinsi  yang  diserahkan kepada Daerah dan Seksi Doleansi/P3 serta 
Retribusi dan Leges. Masingmasing  seksi  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  yang  dalam  
menjalankan tugasnya  langsung  di  bawah  pimpinan  dan  bertanggung  jawab  kepada 
Kepala Dinas Pendapatan Daerah.  
Tugas  pokok  Dinas  Pendapatan  Daerah  waktu  itu  adalah  sebagai pelaksana  
Walikota  di  bidang  perencanaan,  penyelenggaraan,  dan kegiatan  di  bidang  pengelolaan  
sektor-sektor  yang  merupakan  sumber pendapatan  daerah.  Berdasarkan  Undang-Undang  
Darurat  Nomor  11 Tahun  1957  tentang  Pajak  Daerah,  terdapat  13  macam  Pajak  Daerah  
di Kota  Surakarta  yang  wewenang  pemungutan  dan  pengelolaannya  ada pada  DIPENDA.  
Tetapi  saat  itu  baru  4  macam  Pajak  Daerah  yang dijalankan  dan  telah  ditetapkan  dengan  
Peraturan  Daerah,  yaitu  dapat disebutkan sebagai berikut: 
a. Pajak  Pertunjukan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun 1992. 
b. Pajak  Reklame  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun 1971. 
c. Pajak Anjing yang  diatur dalam  Peraturan Daerah  Nomor   54  Tahun 1953. 
d. Pajak  Penjualan  Minuman  Keras  yang  diatur  dalam  Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 1971. Disamping  itu  DIPENDA  juga  bertugas  mengelola  Pajak  Negara 
yang diserahkan kepada daerah, yaitu sebagai berikut: 
a. Pajak Potong Burung yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 1959. 
b. Pajak Pembangunan I yang diatur dalam  Peraturan Daerah Nomor  8 Tahun 1960. 
c. Pajak  Bangsa  Asing  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  1 Tahun 1970. 
d. Pajak  Radio  yang  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor   5  Tahun 1957. 
Terbitnya  Surat  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  KUPD 7/12/41-101 
Tahun  1978  tentang  Susunan  Organisasi  dan  Tata  Kerja Dinas  Pendapatan  
Daerah  Kabupaten/Kotamadya  Daerah  Tingkat  II makin  memperjelas  keberadaan  
Dinas  Pendapatan  Daerah  disesuaikan dengan  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  
tanggal  26  Mei  1988  Nomor 473-442  tentang Sistem dan  Prosedur  Perpajakan, 
Retribusi Daerah, dan Pendapatan  Daerah  lainnya  telah  mengakibatkan  
pembagian  tugas  dan fungsi  dilakukan  berdasarkan  tahapan  kegiatan  pemungutan  
pendapatan daerah  yaitu  pendataan,  pemetaan,  pembukuan  dan  seterusnya.  
Sistem dan  prosedur  tersebut  dikenal  dengan  MAPADA  (Manual  Pendapatan 
Daerah).  Sistem ini diterapkan di Kotamadya Surakarta dengan terbitnya Peraturan 
Daerah Nomor  6 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Pendapatan Daerah Tingkat II. Dengan  berjalannya  waktu  penataan  pemerintahaan  
Kota  Surakartakembali  mengalami  perbaikan,  dengan  pertimbangan-
pertimbangan  yang matang Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  1990  tentang  
Susunan Organisasi  dan  Tata  Kerja  Dinas  Pendapatan  Daerah  Tingkat  II  dirubah 
menjadi Peraturan Daerah Nomor  6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata  Kerja  
Perangkat  Daerah  Kota  Surakarta.        Dalam  peraturan  baru  ini nama  Dinas  
Pendapatan  Daerah  (DIPENDA)  berubah  menjadi  Dinas Pendapatan,  
Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  atau  yang  sering  disebut dengan  DPPKA.  
Peraturan  Daerah  Nomor  6  Tahun  2008  tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  
Perangkat  Daerah  Kota  Surakarta  ini  berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Dinas  
Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Surakarta melaksanakan  tugas  
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Saat  ini  DPPKA 
dibagi  ke  dalam bidang-bidang  yang dipimpin  langsung  oleh  seorang  Kepala  
Dinas.  Masing-masing  bidang dipimpin  oleh  Kepala  Bidang  (Kabid)  yang  dalam  
menjalankan  tugasnya langsung  di  bawah  pimpinan  dan  langsung  bertanggung  
jawab  kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.  
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi DPPKA Surakarta 
Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  adalah  unsur pelaksana 
Pemerintah  Daerah  di  bidang  pendapatan,  pengelolaan keuangan,  dan  aset  daerah  yang  
dipimpin  langsung  oleh  Kepala  Dinas yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  
kepada  Walikota Surakarta.Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Surakarta 
mempunyai tugas pokok seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor  6  Tahun  
2008  Pasal  34  ayat  (2)  yaitu  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  di  bidang  
pendapatan,  pengelolaan  keuangan  dan  aset daerah. Fungsi  Dinas Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Surakarta antara lain: 
a.  Penyelenggaraan kesekretariatan dinas. 
b.  Penyusunan  rencana  program,  pengendalian,  evaluasi,  dan pelaporan. 
c. Penyelenggaraan  pendaftaran  dan  pendataan  wajib  pajak  dan  wajib  retribusi. 
d.  Pelaksanaan perhitungan, penetapan angsuran pajak dan retribusi. 
e. Pengelolaan  dan  pembukuan  penerimaan  pajak  dan  retribusi  serta pendapatan lain. 
f.   Pelaksanaan  penagihan  atas  keterlambatan  pajak,  retribusi,  dan pendapatan lain.  
g.  Penyelenggaraan  pengelolaan  anggaran,  perbendaharaan,  dan akuntansi. 
h.  Pengelolaan aset barang daerah. 
i.   Penyiapan  penyusunan,  perubahan,  dan  perhitungan  anggaran pendapatan dan belanja 
daerah. 
j.   Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah. 
k.  Penyelenggaraan sosialisasi. 
l.   Pembinaan jabatan fungsional. 
m.  Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas. 
3.  Struktur Organisasi  DPPKA Surakarta  
Struktur organisasi yang  baik perlu  diterapkan untuk  mempermudah dalam  
pengawasan  manajemen  agar  pelaksanaan  suatu  kegiatan  dapat berjalan  dengan  lancar.  
Penetapan  struktur  organisasi  yang  jelas  sangat diperlukan  sesuai  dengan  bagian  masing-
masing.  Adapun  tujuan disusunnya struktur organisasi adalah sebagai berikut: 
a.  Mempermudah dalam  pelaksanaan tugas dan pekerjaan. 
b.  Mempermudah pimpinan dalam mengawasi pekerjaan bawahan. 
c.  Mengkoordinasi kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 
d.  Menentukan  kedudukan  seseorang  dalam  fungsi  dan  kegiatan sehingga mampu 
menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya.Adapun  susunan  organisasi  Dinas  
Pendapatan,  Pengelolaan Keuangan dan Aset Surakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 
6 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: 
a.  Kepala 
b.  Sekretariat, membawahkan: 
1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
2)  Subbagian Keuangan 
3)  Subbagian Umum dan Kepegawaian 
c.  Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi,  membawahkan: 
1) Seksi Pendaftaran dan Pendataan 
2) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data 
d.  Bidang Penetapan, membawahkan: 
1) Seksi Perhitungan 
2) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan 
e.  Bidang Penagihan, membawahkan: 
1) Seksi Penagihan dan Keberatan 
2)  Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain 
f.   Bidang Anggaran, membawahkan: 
1) Seksi Anggaran I 
2) Seksi Anggaran II 
g.  Bidang Perbendaharaan, membawahkan: 
1) Seksi Perbendaharaan I 
2) Seksi Perbendaharaan II  
h.  Bidang Akuntansi, membawahkan: 
1)  Seksi Akuntansi I 
2) Seksi Akuntansi II 
i.   Bidang Aset, membawahkan: 
1) Seksi Perencanaan Aset 
2) Seksi Pengelolaan  Aset 
j.   Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 
k.  Kelompok Jabatan Fungsional 
Dalam  struktur  organisasi  yang  baru  ini  Sekretariat  dipimpin  oleh seorang 
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala  Dinas.  Sedangkan  
Kelompok  Jabatan  Fungsional  dipimpin  oleh seorang  Tenaga  Fungsional  Senior  sebagai  
Ketua  Kelompok  dan bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Dinas.  Subbagian  masing-masing 
dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Subbagian  yang  berada  di  bawah  dan bertanggung  jawab  
kepada  Kepala  Dinas  yang  bersangkutan.  Untuk bidang  masing-masing  dipimpin  oleh  
seorang  Kepala  Bidang  atau  Kabid yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas yang bersangkutan 
B. LATAR BELAKANG 
Penyelenggaraan  otonomi  daerah  yang  sedang  berlangsung mendorong  pemerintah  
daerah  melakukan  upaya  peningkatan  potensi daerahnya.  Hal  ini sesuai  dengan pengertian  
otonomi  daerah  yaitu kewenangan daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus 
pemerintahan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan potensi potensi yang ada pada 
daerahnya  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.   
Keberhasilan  otonomi  daerah  dapat  dilihat  dari kemampuan  daerah  dalam  
menyelenggarakan  pemerintahan  dan pelaksanaan  pembangunannya.  Oleh  karena  itu,  
untuk  mewujudkan  pelaksanaan  pembangunan  dan  penyelenggaraan  pemerintahan ,maka 
demikian hal nya Pemerintah  Daerah  Surakarta  harus  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah 
yang berasal dari  pajak daerah, retribusi, laba usaha daerah ,dan penerimaan lain-lainnya.Yang 
dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri adalah penerimaan  yang 
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya  sendiri  yang  dipungut  berdasarkan  
peraturan  daerah yang berlaku .Sedangkan dalam pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2000 disebutkan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi 
adalah  pungutan daerah  sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang  
khusus  disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  pemerintah  daerah  untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan . Retribusi pada umumnya mempunyai hubungan  langsung  dengan  
kembalinya  kontraprestasi  karena  pembayaran tersebut  ditujukan  semata-mata  untuk  
mendapatkan  kontraprestasi  secara langsung  dari  pemerintah  daerah . Retribusi  daerah  
dibagi  menjadi  3  
golongan yaitu : 
1. Retribusi jasa umum, 
2. Retribusi jasa usaha, dan 
3. Retribusi perizinan tertentu. 
Retribusi  Pelayanan  Persampahan/Kebersihan  (RPP/K)  termasuk jenis  retribusi  jasa  
umum  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta sejak  tahun  1981.  Pada  tahun  1981  
retribusi  ini  disebut  dengan  retribusi kebersihan sampah dan mulai tahun 2001 sampai 
sekarang disebut retribusi pelayanan  persampahan  dan  kebersihan (RPP/K) . Menurut  
Peraturan  Daerah  Kota Surakarta  Nomor 4 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dalam 
Peraturan Daerah  Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan 
Persampahan/Kebersihan (RPP/K) adalah pembayaran  atas  jasa  pelayanan  
persampahan/kebersihan  yang  khusus disediakan  dan  atau  diberikan  oleh  Pemerintah  Kota  
(Pemkot)  untuk kepentingan pribadi/badan. RPP/K  merupakan  pungutan  yang  dikenakan  
pada  seluruh  sektor baik  usaha  maupun  non  usaha.  RPP/K  dikenakan  untuk  9  (sembilan) 
kategori usaha antara lain dalam komplek pasar, industri/pabrik, perusahaan jasa, perdagangan, 
fasilitas umum, usaha jasa, komplek terminal, angkutan umum,  dan  pertunjukan/keramaian  
umum  insidental  di  luar  ruangan, sedangkan 1 (satu) kategori non usaha yaitu rumah tangga. 
Setiap kategori memiliki  tarif  dan  dasar  pengenaan  yang  berbeda  tergantung  pada 
kelas/tingkat  besarnya  pungutan.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Daerah Kota Surakarta 
Nomor 11 Tahun 2003. 
Sektor usaha dan sektor rumah tangga  merupakan  bidang  yang  mempunyai  potensi  
besar.Sektor usaha memiliki tarif yang lebih tinggi dan juga sektor rumah tangga jumlahnya 
terbilang lebih banyak dan perkembangannya setiap tahun selalu meningkat karena 
pemungutan pada sektor rumah tangga sekarang bukan didasarkan pada per rumah namun per 
kepala keluarga .maka dari itu untuk mempersempit cakupan penelitian , penulis lebih 
memfokuskan pada sampah yang dihasilkan oleh sektor usaha dan sektor rumah tangga ,selain 
karena alasan alasan diatas alasannya juga karena keduanya sama sama dipungut melalui 
kelurahan  jadi lebih mudah dalam proses pengumpulan dan analisis data. 
 Namun sayangnya berdasarkan  hasil  penelitian yang dilakukan penulis melalui 
kuisioner dan wawancara dengan  wajib retribusinya dapat disimpulkan  kesadaran  mereka 
dalam hal membayar masih rendah penyebabnya antara lain karena pelayanan dan pemungutan 
yang dilakukan kurang maksimal. Pada penelitian kali ini penulis memilih populasi dan sampel 
di Kecamatan Jebres Surakarta tepatnya dikelurahan jebres  karena penduuduknya relatif lebih 
padat dan juga banyak sektor usaha yang berdiri di lokasi tersebut sehingga yang dapat 
dijadikan sebagai subyek RPP/K pun juga semakin banyak.  
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan di atas, Maka dari itu pada 
penelitian kali ini penulis berminat dan tertarik untuk mempelajari permasalahan tersebut lebih 
mendalam dengan mengangkat judul ” Evaluasi Sistem Pelayanan dan Pemungutan 
Persampahan Kota Surakarta Pada Sektor Usaha dan Sektor Rumah Tangga ”. 
C. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan dan pelayanan persampahan di kota Surakarta? 
2. Bagaimanakah analisis target dan realisasi penerimaan RPP/K  pada sektor usaha dan 
sektor rumah tangga selama tahun 2013 sampai 2015 ? 
3. Apa saja kendala dan hambatan yang ditemukan dalam proses pemungutan RPP/K ? 
4. Bagaimana upaya upaya untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan 
pemungutan RPP/K ? 
D.   TUJUAN PENELITIAN. 
1) Untuk  mengetahui  pelaksanaan  pemungutan RPP/K  di Kota Surakarta. 
2) Untuk mengetahui analisis target dan realisasi penerimaan RPP/K  pada sektor 
usaha dan sektor rumah tangga selama tahun 2013 sampai 2015  
3) Untuk mengetahui berbagai macam kendala dan hambatan hambatan dalam proses 
pemungutan RPP/K. 
4) Untuk mengetahui upaya upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi 
permasalahan dalam pemungutan RPP/K. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Merupakan informasi bagi pihak pihak yang membutuhkan dalam melakukan 
penelitian lebih lanjut. 
2. Dapat memberikan pandangan kepada masyarakat luas betapa pentingnya 
pelaksanaan pemungutan RPP/K bagi Pendapatan Asli Daerah kota Surakarta. 
3. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi pemerintah daerah setempat untuk 
mengambil kebijakan yang baru. 
 
